
GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBENUR PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun ”2015 tentang Pengelolaan Dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota dalam hal
pemerintah daerah belum menganggarkan
pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD
atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi
belum sesuai dengan standard kebutuhan,
Pemerintah Daerah menganggarkan
pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota

,
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mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD dengan melakukan
perubahan Perturan Kepala daerah tentang
Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569”

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894); sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 018/PPU-1/2003;

.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang—Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang—Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

.Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400h

.Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); ,.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang—
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234”

.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
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10.

11.

12.

13.

14.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesian Nomor 5679);
Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor' 137', Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578h
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah un
2007 tentang ' Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
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Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
5209h

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
20 10 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan '

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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18.

19.

20.

21.

22.

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah ( Berita Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036”
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
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23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 18);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 31);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggara Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Mendahului Penetapan Peratutan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 0,00
b. Dana Perimbangan Rp. 0,00
0. Lain—lain Pedapatan yang sah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung 32.300

1) Belanja Pegawai Rp. 0,00 »

2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 471 .384.609.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil kepada

Kab/Kota Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kab/ Kota/Distrik]

Kelurahan dan Kampung Rp. 0,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00

'
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b. Belanja Langsung Rp. 0,00
1) Belanja Pegawai Rp. 0,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 0,00
3) Belanja Modal Rp. 0,00

Jumlah Belanja sebesar Rp. 0,00
Surplus/(Delisa) sebesar Rp. 471.384.609.000,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Jumlah penerimaan

sebesar Rp. 471.384.609.000,00
b. Pengeluaran Jumlah Pengeluaran

sebesar Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 471.384.609.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
sebesar Rp. 0,00

Pasal 2

( 1] Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;Pahun
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasa13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

l4O



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 11 Mei 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTU

ABRAHAM o. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/WD

NATANIEL. D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

_

;
.
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Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor : 10 Tahun 2016
Tanggal : 11 Mei 2016

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN JUMLAH

1 2 3
1 PENDAPATAN 0,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 0.00

1.2 DANA PERIMBANGAN 0,00

1.2.1 Bagi Hasil Paiak/ Bagi hasil Bukan Pajak 0,00

1.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00

1.3.6 Pendapatan Lainya 0,00
BELANJA 471.384.609.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 471.384.609.000,00

Belanja Hibah 471.384.609.000,00
SURPLUS/ (DEFISIT) (471.384.609.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 471.384.609.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah 471.384.609.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 471.384.609.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0 00
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

'

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/T'I'D

Salinan sesuai dengan aslinya ABRAHAM 0. ATURURI



Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Barat
'— Nomor : 10 Tahun 2016
Tanggal : 11 Mei 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA Formulir

PEMERINTAH PROVINSI PAUA BARAT 3“ SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016
2'1

Urusan pemerintahan : 1. 20 urusan wajib daetrah otonomi daerah, pemerintahan umum, adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian

organisasi : 1. 20. 08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

sub Unit Organisasi : 1. 20. 08. 01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
Tahun

] ml h T h
REKENING

URAIAN Volume satuan harga satuan “ a a un
(Rp) n + 1

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 '/

5 BEELANJA 471.384.609,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 471.384.609,00 0,00

5 . 1. 4 Belanja Hibah 471.384.609,00 0,00

5 . 1. 4. 05 Belanja Hibah Kepada 117138460900 0,00

5 . 1. 4. 05 . 06 Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU] 431.384.609,0d 0,00

Hibah Kepada Komisi Pemulihan Umum (KPU)

- Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1 .00 pkt 431.384.609,00 113138450900
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Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilukada 15.000.000.000,00 0,00
Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilukada

- Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan 1 .00 pkt 5000000000 00 151300000000 00Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat ' ' '
Hibah Kepada TNI dan POLRI 25.000.000.000,00 0,00
Hibah Kepada TNI dan POLRI

- Hibah Kepada TNI dan POLRI dalam rangka 1 .00 pkt 250013900000 00 25.000.000.000 00
pengamanan pilkada provinsi papua barat ' '

Halaman 1

Himpunan Peraturan Gchmur f'mua Bam!



RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
Tahun ,

REKENING
URAIAN Volume satuan harga satuan

Jumlah Tahun
(Rp) n + 1

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Keterangan : _

_ Tanggal Pembahasan
MANOKWARI, 25 548372015

Cat t h 'I b h
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

- a an asu pem a asan ASET DAERAH

ABIA ULLU S.Sos
NIP. 19600209 198803 1 01

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Halaman 2

Wim/mna» f'emtumn Gubernur ?a/nm gara!


